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Konteks UNCAC 

Indonesia meratifikasi United Nations Convention 
against Corruption (UNCAC) atau Konvesi PBB 

Antikorupsi melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 
2006 tentang Pengesahan UNCAC. 



Pelaksanaan UNCAC

• 2017: ada 32 hal yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia dalam konteks 
ratifikasi UNCAC.

• Terkait dengan kesesuaian hukum nasional dengan hukum internasional, 
efektivitas penegakan hukum, serta kerjasama internasional di 
pemberantasan korupsi. 

• Dari ke 32 butir tersebut, 24 di antaranya terkait peraturan perundang-
undangan.



• Misalnya, Pasal 12 UNCAC menyatakan
“Memperkuat upaya untuk mencegah korupsi di 
sektor swasta, termasuk memidanakan suap di 
sektor swasta; upaya untuk meningkatkan
transparansi badan hukum dan perikatan lainnya; 
penetapan jangka waktu yang wajar bagi mantan
pejabat publik untuk bekerja di sektor swasta; 
dan mengembangkan pedoman anti-korupsi
untuk sektor swasta yang sesuai dengan standar 
internasional”.

• Salah satu turunannya adalah Peraturan Presiden 
Nomor 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali 
Pemilik Manfaat Korporasi.



• Masih dibutuhkan banyak pembentukan 
peraturan perundang-undangan mengenai 
berbagai isu penting lainnya, seperti conflict of 
interest (COI), perbaikan KUHAP, revisi UU KPK, 
dll.



Masalah kelembagaan KPK 
pasca-UU 19/2019

“Memastikan independensi lembaga anti korupsi untuk dapat 
melaksanakan tugasnya secara efektif dan bebas dari

pengaruh yang tidak semestinya, dengan mempertimbangkan
untuk menerapkan Jakarta Statement on Principles for Anti-

Corruption Agencies, termasuk dukungan penuh kepada 
sumber daya yang diperlukan.” 

[Pasal 6 ayat 2 UNCAC (pasal mandatory)]







Dua arah besar

• Perubahan UU 19/2019 (legislative review - tantangan
sangat besar) 

• Perbaikan peraturan perundang-undangan dan 
pembentukan peraturan perundang-undangan baru agar 
sesuai UNCAC. 

• Fokus pada pencegahan



Stranas PPK 

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, dibuat 
Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2O12-2O25

2012

Telah digantikan dengan 
Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi

2018



Peran Strategis Tim Nasional 
Pencegahan Korupsi

• Berangkat dari studi yang sudah dilakukan, 
menganalisis kembali dan memetakan kebutuhan
perbaikan peraturan perundang-undangan. 

• Melakukan diskusi dengan berbagai K/L terkait 
untuk membentuk peraturan perundang-undangan 
baru atau mengubah peraturan yang sudah ada. 



Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 
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Sumber: Pasal 7 UU No. 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 


